
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Sarat 
(B~rita Negara Tahunl 1950); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

2. 

c. 

Bahwa Sadan Laya~an Umum Daerah (SLUD) Puskesmas yang 
merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan 

I sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan dan darurat ; 

bahwa dalam rJngka menindaklanjuti ketentuan Pasal 105 
I 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Periqelolan Keuangan Sadan Layanan Umum dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur 

I 
Pengadaan Barang/Jasa pada Sadan Layanan Umum Daerah 
Puskesmas di Kabupaten Bekasi; 

I 

bahwa berdasarkan I pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, maka1 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pada Sadan Layanan Umum Daerah 
Puskesmas di Kabupaten Bekasi. 

b. 

Mengingat · 1. 

Menimbang ~ a. 

NOMOR : 19 TAHUN 2019 

I 
TENTANG 

I 
PENGADAAN SARANG/JAS1 PADA SADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH (SLUD) PUSKESMAS DI KABUPATEN BEKASI 
I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP)TI BEKASI, 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum Daerah; I 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Puskesmas; I 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
I Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Kluangan Nomor 92 I PMK.05 I 2011 tentang 
Rencana Bisnis dan ~nggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Sadan 
Layanan Umum; 

9. 

8. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
I Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4502); 

Peraturan Presiden INomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Sarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

I 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

I 

tentang Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah; 

Peraturan Menteri I Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman 9engelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007; 

7. 

6. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5587) sebaqaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan LembJran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang RJpublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga K~sehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5063); 

. I 
Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

I Pengelolaan Keuanqan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4502); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 
tentang perubahan J}tas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 

I 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tamb~han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

5. 

4. 



Pasal 1 

I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; I 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin ~elaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi; 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
I 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan 

pengelolaankeuangan daerah dan berti~dak sebagai Bendahara Umum Daerah; 

6. Sadan Layanan Umum Daerah yanJ selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kkrja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
I 

lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan 8arang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas; 

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah 
pola pengelolaan keuangan yang merhberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktek-praktek bisnis ya1g sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangkamemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai pengecu1alian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya; 
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap 

kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat 

teknis pada BLUD; 

· PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN 
BARANG/JASA PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 
PUSKESMAS DI KABU,ATEN BEKASI 

SABI 
I 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan sLsunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi; 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); 

I MEMUTUSKAN 



Bekasi dalam melaksanakan tugasnya. 

Maksud ditetapkannya 
Pejabat/Kelompok Kerja 

Baqian Ketiga 

Rua~g Lingkup 

I 
Pasal4 

Ruang Lingkup pengaturan dalam I Peraturan Bupati ini adalah Pemberian 
Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di RPK-BLUD Puskesmas di Kabupaten Bekasi yang 

sumber dananya berasal dari: 

a. jasa layanan; 

P.asal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaaan barang/jasa secara efektif, efisien, 

I 
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. 

Baqian Kedua 
I . 

Maksud dan Tujuan 

I 
1asal 2 

Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPK, 
Pengadaan bardng/jasa pada BLUD Puskesmas di Kabupaten 

9. Puskesmas adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan 

gawat darurat; j 

10. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang 

sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdakan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 
I 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 
11. Unit Pengadaan adalah Unit pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang 

dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk 

melaksanakan pengadaan barang/jasa buna keperluan BLUD. 
12. Kelompok Kerja Unit Pengadaan adal1h kelompok kerja pada Unit Pengadaan yang 

I 
telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 

13. Penyedia barang/jasa adalah badJn usaha atau orang perseorangan yang 

kegiatan usahanya menyediakan baranb11ayanan jasa. 

14. Pejabat Pembuat Komitmen selanj~tnya disingkat PPK adalah Pejabat yang 

bertanggungjawab terhadap atas pelakJanaan pengadaan barang/jasa. 



rasal 7 . . . 
Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdm dan : 

I . 
a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dilakukan dengan pengad1aan langsung oleh Kelompok Kerja Unit 

Pengadaan/Pejabat Pengadaan. 

BAB Ill 
JENJANG NILAI PE~GADAAN BARANG/JASA 

(1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa jenjang nilai 

pengadaan barang/jasa di luar da~i ketentuan yang berlaku pada pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

(3) a. Pengadaan barang, yaitu: 

1. Perbekalan Farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium/ reagen, 

bahan radiologi, Bahan Habis Pakai Medis, Gas Medis); 

2. Pengadaan alat medis; 

3. Pengadaan Modal. 

4. Pengadaan Peralatan kantor dan lainnya. 

5. Pengadaan bahan makan pas1ien. 

b. Pengadaan jasa konsultansi non kbnstruksi; 
c. Pengadaan jasa lainnya, yaitu: 

1) Jasa pelayanan kebersihan; 

2) Jasa keamanan. 

Pasal6 

BAB II 
I 

FLEKSIBILITAS 

I Pasal5 

Puskesmas sebagai BLUD dengan statj penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa 

pembebasan sebagian atau seluruhnya dar! ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan 
barang/jasa pemerintah apabila terdapat alaban efektivitas dan/atau efisiensi. 

b. hibah tidak terikat; 

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 



(1) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD. 
(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa ldilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok 

Kerja Pengadaan pada Unit Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD. 

Pasal 12 

Pasal 11 

Pengadaan barang/jasa harus dapat mlnjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih 
bermutu, lebih murah, proses penqadaan yang lebih sederhana dan cepat serta 

mudah menyesuaikan dengan kebutuhan uniuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. 

I 
BfBIV 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 10 

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumLr dananya berasal dari hibah terikat dapat 

dilakukan dengan mengikuti ketentuan pehgadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti 

ketentuan pengadaan barang/jasa yang bdrlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi 

hibah. 

Pasal9 

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atJ seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Pasal8 

I 
Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan bukti Perjanjian dalam bentuk s~bagai berikut: 

a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai !ampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dengan peruses Penunjuka~ Langsung. 

b. Pengadaan barang/jasa lebih dari Rp. 1so.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratuJ juta rupiah) dengan bukti proses Pengadaan 
Langsung. 

b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan dengan Kelompok Kerja Unit Pengadaan 

LPSE Pemerintah Kabupaten Bekasi. 



Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 29 April 2019 tl S KR ;f ARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI r 

EKA SUPRIA ATMAJA 

ttd 

Pit. BUPATI BEKASI, 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal: 29 April 2019 

u 
SERITA DAERAH KABUPATEN SEKASI TAHUN 2019 NOMOR 19 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sekasi. 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 14 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis 

pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut ~engan Keputusan Pemimpin BLUD tentang 

Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Dana sluo. 

BABV 
I 

KETENTUtN PENUTUP 
Pasal 13 

yang 

yang 
yang 

(3) Pejabat Pengadaan/Kelompok kerja pengadaan terdiri dari personil 

memenuhi persyaratan yang ditetapk1n oleh peraturan perundang-undangan 

berlaku dan memahami tata cara penqadaan, substansi pekerjaan/kegiatan 

bersangkutan dan bidang lain yang dipe~lukan. 


